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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteti

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/U/1987
A. Kosongan Tunggal

Indonesia Nomor:

158/1987 dan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
‘ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
O Sa S Es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
Ha (dengan titik di
c Ha H bawah)
é Kha Kh Ka dan Ha
. Dal D De
. Zal y. Zet (dengan titik di atas)
D, Ra R Er
) Zai Z Zet
S Sin S Es
o Syin SY Esdan Ye
Es (dengan titik di
o= Sad S bawah)
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i De (dengan titik di
o= Dad D bawah)
Te (dengan titik di
L Ta T bawah)
i Zet (dengan titik di
= Za 4 bawah)
d “ain : Koma terbalik (di atas)
i Gain G Ge
- Fa F Ef
A3 Qaf Q Ki
< Kaf K Ea
J Lam L El
e Mim M Em
J Nun N En
S Wau W We
A Ha H Ha
£ Hamzah k Apostrof
& Ya Y Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa
Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:



1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a
. Kasrah i
- Dammah u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| 6 Fathah dan ya ai adani
; Fathah dan wau au adanu
Contoh:
- X kataba
- Jx.é : fa'ala

: suila




- X kaifa

-
o -

- Jy : haula
A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
...<..) | Fathahdan alif a a dan garis di
atau ya atas
& Kasrah dan ya 1 I dan garis di atas
; Dammah dan a u dan garis di
wau atas
Contoh:
- Jé qala
- & rama
-2 qila
3 :Jy:-’ yaqilu

B. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta” marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah,
dan dammabh, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
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Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JUbY %% raudah al-atfal/raudahtul atfal

L PTIN () /a -
- &3l &8ud)) al-madinah al munawwarah/

al-madinatul munawwarah

- il talhah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,
ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- J% nazzala
- 20 al-birr

g

Kata Sandang
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu
dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di

depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:
- ar-rajulu
- ("L“J‘ al-galamu
- M\ asy-syamsu
- Jody al-jalalu
E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
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Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- 12k wkhu

- (s syai’un

- ’;}3\ an-nau’u

- 0 inna

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
- GEEN A= s ] 5

Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/ Wa innallaha lahuwa
khairurrazigin

- B 5 BE 2

P

Bismillahi majreha wa mursaha

Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan
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huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan
permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
- Gl g b s

Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/Alhamdu lillahi rabbil “alamin

- =g

Ar-rahmanir rahTm/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau
penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau

harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
-~ Sia B Allaahu gaftirun rahim
R T ) Lillahi al-amru jamT an/Lillahil-amru
Jamiy’an
. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini

perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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ABSTRAK

Pada tahun 2022, penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat, infak dan
sedekah kerap kali terjadi, tercatat 2 lembaga filantropi terjerat kasus penggelapan
dana, di antaranya Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Baznas Kabupaten Bengkulu
Selatan. Perbuatan ini membuat masyarakat yang akan menitipkan dan
menyalurkan di lembaga pengelola zakat yang lain khawatir akan adanya
penggelapan dana. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau serta melihat bagaimana
penyajian laporan keuangan dan penerapan audit syariah di lembaga pengelola
zakat, khususnya di Lazismu Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif, data yang diperoleh didapat melalui observasi dan wawancara kepada
manajer dan divisi keuangan Lazismu Kabupaten Tegal. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Lazismu Kabupaten
Tegal telah sesuai berdasarkan ketetapan PSAK 109 terkait penyajian dan
pengungkapan, selain itu Lazismu Kabupaten Tegal juga telah menerapkan audit
keuangan dan audit syariah. Audit keuangan Lazismu Kabupaten Tegal dilakukan
oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Hamid dan rekan, sedangkan audit syariah
dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Tegal.

Kata Kunci: Zakat, PSAK 109, Audit Syariah
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ABSTRACT

In 2022, misappropriation and misuse of zakat, infaq and alms funds often
occur, it was recorded that 2 philanthropic institutions were caught in cases of
embezzlement of funds, including Aksi Cepat Tanggap (ACT) and Baznas, South
Bengkulu Regency. This action makes people who will deposit and distribute in
other zakat management institutions worry about embezzlement of funds. This
study aims to review and see how the presentation of financial reports and the
implementation of sharia audits in zakat management institutions, especially in
Lazismu, Tegal Regency. This study used qualitative methods, the data obtained
were obtained through observation and interviews with managers and the financial
division of Lazismu Tegal Regency. The results of the study show that the financial
reports presented by Lazismu Tegal Regency are in accordance with the provisions
of PSAK 109 regarding presentation and disclosure, besides that Lazismu Tegal
Regency has also implemented financial audits and sharia audits. The financial
audit of Lazismu Tegal Regency was carried out by the Public Accounting Firm
Abdul Hamid and colleagues, while the sharia audit was carried out by the Tegal
Regency Ministry of Religion.

Keywords: Zakat, PSAK 109, Sharia Audit
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A. Latar Belakang

Bagi seorang muslim, Islam tak hanya menjadi sebuah agama, tetapi
sudah menjadi jalan hidup. Dalam praktiknya sebagai seorang muslim,
diharuskan untuk saling mempedulikan satu sama lain. Di antaranya
membantu masyarakat yang kesulitan dalam hidupnya. Salah satu upaya
dalam membantu masyarakat yang kesulitan adalah dengan menunaikan
zakat, infak dan sedekah. Masyarakat dapat terbantu kebutuhannya dengan
zakat, infak maupun sedekah. Zakat pertama kali diterapkan pada tahun 623
masehi tepatnya periode kedua hijrah Rasulullah dari kota Makkah menuju
Madinah. Sebelum hijrah, penyaluran zakat hanya dilakukan sukarela tanpa
adanya perincian dan pertanggungjawaban yang jelas dan tertulis
(Qardhawi, 2004).

Ajaran zakat dalam Islam sangatlah baik dan dapat menjadi solusi
bagi penyejahteraan umat. Penyaluran zakat menjadi ibadah utama, zakat
masuk dalam rukun islam ketiga, seperti yang sudah dijelaskan oleh banyak
hadits-hadits nabi (K. H. Ali Yafie, 1994). Menunaikan zakat tidak hanya
menjadi simbol kebaikan orang kaya terhadap fakir miskin, namun dalam
harta tersebut terdapat hak Allah yang wajib diserahkan kepada fakir
miskin. Zakat mempunyai pengaruh yang begitu kuat sehingga pada masa
khalifah sayyidina Abu Bakar memiliki tekad untuk menghukum orang
yang melaksanakan Sholat namun menolak menunaikan zakatnya.
Ketegasan ini menunjukkan bahwa zakat tidak boleh ditinggalkan
meninggalkan zakat termasuk perbuatan maksiat (Luthfi Hidayat, 2017).
Dapat disimpulkan zakat merupakan ibadah yang dapat mengatasi tingkat

kemiskinan yang ada di Indonesia.



Pada 31 Desember 2021 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),
menyebutkan bahwa jumlah umat Islam sebesar 237,53 juta jiwa (Bayu,
2021). Sebagai negara mayoritas muslim, zakat di Indonesia besar.
Penelitian yang dilakukan oleh Baznas, Institut Pertanian Bogor dan Islamic
Development Bank, menjelaskan zakat di Indonesia berpotensi Rp. 217
triliun. Potensi ini seharusnya berdampak tinggi dalam membantu masalah
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, pada periode pelaporan
tahun 2007 Baznas, zakat yang disalurkan di Baznas sebesar Rp. 450 miliar,
meningkat 1% menjadi Rp. 2,73 triliun di tahun 2013 (Canggih et al., 2017).
Pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 3,6 triliun (Sinta, 2020).

Potensi zakat di Indonesia semakin meningkat, pada tahun 2022
Baznas memprediksi potensi ZIS di Indonesia mencapai Rp. 327 triliun
(Haryo Limanseto, 2022). Pada tahun 2022 BAZNAS melakukan
pengukuran berdasarkan Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), pemetaan
potensi zakat tersebut dilakukan secara menyeluruh di 34 provinsi di
Indonesia. IPPZ membahas secara detail dan komprehensif mengenai
potensi zakat yang dapat diperoleh di setiap kabupaten/kota di Indonesia

Gambar 1.1 Jumlah Perolehan Zakat
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peringkat pertama dengan potensi zakat senilai Rp. 64,5 triliun, kemudian

! Dikutip dari ekon.go.id pada tanggal 8 November (2022)



di peringkat kedua dan ketiga ada Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat,
potensi zakat Jawa Timur senilai Rp. 36,2 triliun sedangkan Jawa Barat
bernilai Rp. 30,6 triliun. Namun nilai rekapitulasi dari IPPZ tidak dapat
menjadi gambaran potensi zakat yang dapat direalisasikan oleh BAZNAS

atau LAZ di level provinsi (Baznas, 2022).

Gambar 1.2 Potensi Zakat 2022
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Potensi zakat Provinsi Jawa Tengah sangat tinggi. Hal ini dilihat dari
data yang disajikan oleh IPPZ, sebesar Rp. 24,5 triliun. Kota Semarang
menjadi kabupaten/kota di Jawa Tengah yang paling berpotensi, Kota ini
dapat meraup potensi zakat sebesar Rp. 3,1 triliun, lalu disusul oleh
Kabupaten Kudus dengan potensi sebesar Rp. 1,8 triliun lalu Kabupaten
Cilacap sebesar Rp. 1,6 Triliun (Mahdum et al, 2022). Potensi zakat di
Kabupaten Tegal, cukuplah tinggi, menurut IPPZ Tegal dapat memperoleh
dana zakat sebesar Rp. 622,24 Miliar. Dari angka tersebut, menurut
Akhmad Rofiqi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Tegal, masyarakat
Kabupaten Tegal mampu menyumbangkan dana ZIS sebanyak Rp. 4,1
miliar, angka ini terdiri dari perolehan zakat berjumlah Rp. 3,1 miliar dan
infak sedekah berjumlah Rp. 1 miliar, dana tersebut dikumpulkan dari para

Muzakki yang berada di kabupaten Tegal (Tegal, 2022).



Dengan besarnya jumlah umat muslim di Indonesia, maka perlu
adanya wadah bagi masyarakat terkhusus umat muslim adanya lembaga
yang dapat menampung dan dapat menjadi tempat untuk menyalurkan
sebagian hartanya baik zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Hal tersebut
menjadikan landasan pemerintah dalam pengelolaan zakat secara baik yang
terlembaga. Aturan perlembagaan tersebut tertuang pada Undang-Undang
(UU) No. 23 tahun 2011 yang berisi prosedur bagaimana mengelola zakat,
serta regulasi mengenai aturan izin operasi organisasi pengelola zakat,
organisasi tersebut adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
Pembentukan dan peresmian Badan Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah,
Badan Amil Zakat memiliki tugas dan tanggung jawab secara langsung pada
pemerintah melalui Kementerian Agama. Sedangkan pendirian Lembaga
Amil Zakat diinisiasi olen masyarakat lalu diresmikan secara sah oleh
Kementerian Agama. Lembaga Amil Zakat memiliki tujuan untuk
memudahkan masyarakat menyalurkan zakatnya.

Adanya regulasi ini, pemerintah berharap muzaki mendapatkan
akses yang lebih mudah dalam melakukan transaksi zakat pada lembaga
yang telah disahkan secara resmi oleh pemerintah. Hal ini lantas, tidak
membuat semua muzaki menyalurkan zakat pada Badan Amil Zakat atau
Lembaga Amil Zakat, sebagian muzaki menunaikan zakatnya secara
langsung kepada masyarakat. Tujuan utama didirikannya Badan Amil Zakat
maupun Lembaga Amil Zakat yaitu mempermudah pengumpulan zakat,
aktivitas ini akan terus eksis, selagi muzaki menyalurkan zakatnya pada
kedua lembaga tersebut (Nurul Lathifah, 2019). Selain tugas tersebut OPZ
mempunyai kewajiban untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada
masyarakat agar masyarakat tertarik menunaikan zakatnya kepada lembaga
yang sah secara hukum (T. Rahman, 2015).

Setiap tahun jumlah dan kuantitas zakat terus meningkat seiring
dengan semakin berkembangnya zaman serta majunya masyarakat baik
secara ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan dalam menjalankan

agama. Guna mengantisipasi hal tersebut perlu dibentuk manajemen



pengelolaan yang baik oleh lembaga pengelola zakat. Indikator pengelolaan
yang baik adalah laporan keuangan zakat dapat memberikan kepercayaan
pada muzaki, laporan yang tersaji juga sesuai dengan standar akuntansi
keuangan. Bagi lembaga pengelola zakat standar akuntansi syariah di
Indonesia adalah PSAK 101 dan PSAK 109. Wibisono dalam penelitiannya
berpendapat, laporan keuangan yang tersaji oleh lembaga pengelola zakat
masih belum sesuali, hal ini disebabkan tidak adanya standar yang berlaku
secara jelas (Wibisono, 2011). Sebagai lembaga yang dipercaya oleh
masyarakat, amil zakat perlu bertanggungjawab terhadap masyarakat,
lembaga zakat harus lebih accountable, transparan, dan profesional di
masyarakat. Hal tersebut merupakan hal penting, untuk dilakukan, yaitu
memberi masyarakat laporan pertanggungjawaban terkhusus kepada
muzaki. Pengelolaan zakat menjadi baik apabila melaksanakan
pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan yang akuntabel
berdasarkan pelaporan yang akurat. Laporan keuangan yang akuntabel
menjadikan muzaki puas serta merasa tenang, sehingga penyaluran zakat
selanjutnya dapat ditunaikan kembali di lembaga amil tersebut.

Nikmatuniayah berpendapat, penyebab kurangnya kepercayaan
muzaki adalah laporan penggunaan dana zakat yang belum transparan.
Sehingga aturan pelaporan penggunaan dana zakat perlu dilakukan kepada
seluruh lembaga zakat di Indonesia (Nikmatuniayah, 2010). Saat menerima
zakat dan mendistribusikannya, lembaga zakat harus mengikuti standar
pelaporan zakat. Dalam hal akuntansi zakat, Indonesia memiliki standar
pencatatan akuntansi yaitu PSAK nomor 109. Laporan keuangan yang
akurat dapat membantu amil menghasilkan pertanggungjawaban yang
akurat serta dapat menjadi acuan dalam perencanaan distribusi dan
pengelolaan zakat di masa mendatang. Laporan keuangan yang benar dan
akuntabel memberikan kesan bahwa amil zakat telah melaksanakan amanah
dari muzaki, dan muzaki merasa zakat yang dititipkan kepada lembaga zakat
dikelola secara baik (Amil & Pamekasan, 2011).



Sebagai lembaga filantropi, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)
bertanggung jawab kepada masyarakat terkait dana yang dikumpulkan dari
masyarakat, berbagai kasus penyelewengan menyebabkan adanya tidak
percayaan masyarakat kepada OPZ, sehingga masyarakat enggan
menyalurkan zakat, infak maupun sedekahnya kepada OPZ. Beberapa
lembaga yang pernah terseret kasus penyelewengan dana masyarakat di
antaranya adalah:

1. ACT (Aksi Cepat Tanggap)

Dikutip dari kompas.com? kasus penyelewengan terjadi pada
lembaga ACT (Aksi Cepat Tanggap), kasus tersebut bermula ketika
korban kecelakaan pesawat Boeing, dana yang terkumpul sejumlah
Rp. 2.06 miliar. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk sarana
pendidikan maupun kesehatan, dana yang terkumpulkan tidak
digunakan seluruhnya untuk pembangunan tersebut. Kasus ini
menjadikan Ibnu Khajar, Presiden ACT periode 2019 hingga 2022,
dan Hariyana Hermain, Senior Vice President & Anggota Dewan
Presidium ACT, sebagai tersangka. Keduanya didakwa beberapa
pasal vyaitu tindak pidana penggelapan dana, penyelewengan
jabatan, tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
tindak pidana yayasan dan yang terakhir pidana pencucian uang.
Kasus ini menjadikan izin operasi dari ACT dicabut.

2. BAZNAS Bengkulu Selatan

Kasus penyelewengan selanjutnya terjadi di Baznas
Kabupaten Bengkulu Selatan. Pelaku penyelewengan ini adalah
Bendahara Baznas Bengkulu Selatan SF. SF diduga menggelapkan
dana ZIS sebesar Rp. 1,1 miliar tahun anggaran 2019-2020.
Penyelewengan tersebut diduga adanya penggelembungan dana
bantuan kegiatan unit dan modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan

kesehatan, dan bantuan kepada fakir miskin wilayah Bengkulu

2 Catherine, Kasus Penyelewengan Dana ACT, 3 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari Jaksel, diakses
dari kompas.com pada tanggal 26 Januari (2023)



Selatan. SF didakwa Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.>

Seiring berkembangnya kegiatan ekonomi syariah di  zaman
modern, audit syariah pada lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan.
Pertumbuhan industri keuangan syariah merupakan pertumbuhan tercepat
di sektor ekonomi dunia, hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Dubai
Islamic Bank pada tahun 2011 (Jacob, 2011). Agar mendapatkan keyakinan
atas kewajaran dalam laporan keuangan, maka audit sangat dibutuhkan
dalam suatu pemeriksaan. Salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah
adalah audit syariah. Audit syariah merupakan proses atau kegiatan yang
sistematis dan objektif yang bertujuan memperoleh dan melakukan evaluasi
terkait bukti pernyataan-pernyataan berdasarkan prinsip syariah, sosial
ekonomi, serta memastikan tingkat kesesuaian prinsip syariah yang
ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah, hasil dari audit syariah
disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Rochmantika &
Pravitasari, 2021).

Hal ini mempunyai keterkaitan dengan auditor syariah. Auditor
syariah diharuskan menguji tingkat kepatuhan syariah. Auditor syariah juga
memastikan manajemen lembaga patuh pada prinsip bebas riba dan halal
yang telah ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah (Hannifa, 2010).
Sebagai lembaga keuangan syariah non bank, Organisasi Pengelola Zakat
wajib diaudit oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ketentuan
tentang audit pada OPZ termaktub pada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun
(2014). Audit syariah pada OPZ bertujuan untuk menguji kepatuhan
terhadap aturan dan prinsip syariah. Standar audit yang digunakan adalah
standar AAOIFI, auditor yang melakukan audit syariah minimal telah
menjalani seminar dan pelatihan mengenai audit lembaga keuangan syariah
akan lebih baik jika auditor sudah memiliki sertifikat SAS. Selain standar

tersebut auditor syariah juga wajib memahami fatwa DSN MUI, Undang-

% Firmansyah, Korupsi Dana Zakat Rp 1,1 Miliar, Bendahara Baznas Bengkulu Selatan Jadi
Tersangka, diakses dari kompas.com pada tanggal 27 Januari (2023)



undang yang berkaitan dengan OPZ, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Menteri Agama RI. Dalam melakukan audit syariah, auditor perlu
memastikan proses pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian zakat
pada OPZ sudah sesuai ketentuan prinsip syariah dan PSAK 109.

Salah satu lembaga yang fokus di bidang keuangan syariah adalah,
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI), AAOIFI menerbitkan dan mengesahkan regulasi standar audit,
standar ini wajib dilakukan lembaga keuangan syariah dan perbankan
maupun lembaga keuangan syariah lainnya di berbagai negara. AAOIFI
mempunyai standar dalam penerapan audit pada lembaga keuangan syariah
mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (objective and principles
of auditing), laporan auditor (auditor’s report), ketentuan keterlibatan audit
(terms of audit engagement), lembaga pengawas syariah (shari’a
supervisory board), dan tinjauan syariah (shari’a review) (Rahmawati et al.,
2017). Adanya auditor syariah bertujuan untuk mendukung kinerja lembaga
keuangan syariah. Muhammad (2001) berpendapat bahwa auditor syariah
pada lembaga baiknya mengikuti sifat Rasul, sifat yang dapat diikuti adalah
bertauhid, tauhid dapat diartikan sebagai komitmen hamba kepada sang
pencipta Allah Swt meliputi rasa hormat, tunduk, patuh, bersyukur, dan
sebagai satu-satunya sumber nilai kehidupan (Yaacob, 2012).

Pelaksanaan audit laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh
audit internal perusahaan dan auditor eksternal yang memiliki kompetensi
mumpuni guna melakukan audit. Hal ini memunculkan kontroversi, apakah
sudah cukup atau memadai ketika auditor "konvensional” melakukan audit
untuk lembaga keuangan syariah meskipun ia mungkin memiliki kualifikasi
yang cukup untuk dikatakan profesional. Hal tersebut, membuktikan bahwa
kebutuhan adanya auditor syariah sangatlah urgen bagi Lembaga Keuangan
Syariah (LKS). AAOIFI tidak meyakini semua Lembaga Keuangan Syariah
dapat menerapkan semua standar yang telah dibuat, karena AAOIFI sendiri
tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa semua LKS menerapkan

standar audit yang telah ditetapkan. Audit dan kontrol lembaga keuangan



syariah perlu dilakukan, tujuannya adalah mengawasi kegiatan lembaga
keuangan syariah apakah sesuai ketentuan prinsip syariah, juga memantau
segala kegiatan lembaga keuangan sehingga jika terdapat penyelewengan
dan penyalahgunaan dapat diidentifikasi dan dilakukan penyelesaian terkait
kesalahan manajemen sehingga  dana masyarakat dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam mengelola lembaga zakat, 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah
terdapat perbedaan dalam penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran. IPPZ
melaporkan bahwa potensi zakat Kabupaten Tegal berada di peringkat 16
dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Potensi zakat di Kabupaten
Tegal berada di bawah Kabupaten Blora, Blora mendapatkan potensi zakat
sebesar Rp. 642,30 Miliar, sedangkan Tegal mendapatkan potensi sebesar
Rp. 622,24 Miliar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah
menyebutkan bahwa penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2021
berjumlah 1,608 juta, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan
penduduk Kabupaten Blora sebesar 888,1 ribu penduduk (BPS, 2021). Hal
tersebut menandakan bahwa potensi zakat, infak maupun sedekah
Kabupaten Tegal masih rendah.

Dengan potensi zakat sebesar Rp. 622,4 Miliar, adanya Organisasi
Pengumpul Zakat di setiap daerah dapat membantu mengoptimalkan
penerimaan dan pendistribusian zakat, infak maupun sedekah secara
maksimal. Berdasarkan penelusuran di Google Maps, jumlah OPZ yang
berada di Kabupaten Tegal ada 9 OPZ. Di antaranya, Griya Zakat,
BAZNAS Kabupaten Tegal, Lazisnu Kabupaten Tegal, Baitul Maal
Hidayatullah (BMH) Kantor Tegal, Baitul Maal Bina Usaha Mandiri
(BUM), Rumah Sosial Kutub Jateng sub Tegal, Rumah Yatim Tegal, Lazis
Inisiatif Mandiri, dan Lazismu Kabupaten Tegal. Dengan banyaknya OPZ
di Kabupaten Tegal, membantu memudahkan masyarakat khususnya di
wilayah Kabupaten Tegal dalam menyalurkan zakat, infak sedekah maupun

wakafnya di lembaga-lembaga tersebut, sehingga potensi zakat yang ada
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dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih
luas.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh divisi keuangan melalui
laporan keuangannya, penyaluran zakat yang telah dihimpun oleh Lazismu
Kabupaten Tegal pada tahun (2021) adalah sebesar Rp. 5,16 Miliar. Dana
yang berhasil dikumpulkan oleh Lazismu Kabupaten Tegal, lebih besar dari
OPZ lainnya yang berada di Kabupaten Tegal. Angka tersebut merupakan
angka yang besar, dana tersebut dihimpun dari masyarakat sekitar
Kabupaten Tegal, baik melalui zakat, infak maupun sedekah. Hal ini
menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Kabupaten Tegal terhadap
lembaga ini terbilang tinggi, sehingga masyarakat berkenan untuk
menunaikan zakat, infak dan sedekahnya di Lazismu. Sebagai lembaga
keuangan syariah bidang filantropi kemanusiaan yang menghimpun serta
menyalurkan dana umat, perlu adanya pengawasan secara khusus dari
auditor syariah pada Lazismu, sehingga dana yang dikumpulkan dapat
tersalurkan dengan baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA)
No. 733 Tahun 2018, pelaksanaan audit syariah wajib dilaksanakan pada
Badan Amil Zakat, dan Lembaga Amil Zakat, hal ini bertujuan menjaga
agar pengelolaan ZIS serta dana sosial lainnya telah berjalan sesuai
ketetapan syariah, serta mencegah adanya penyalahgunaan dan pelanggaran
ketetapan syariah dalam pengelolaan dana ZIS, dan DSKL (KMA NOMOR
733 TAHUN 2018). Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Lazismu
meningkat dan masyarakat tidak ragu untuk menunaikan zakat, infak
maupun sedekahnya di Lazismu.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, hal tersebut menjadi
dasar peneliti untuk meneliti serta meninjau penerapan audit syariah di
Lazismu Kabupaten Tegal. Dari hal tersebut peneliti ingin mengetahui,
melihat serta meninjau praktik implementasi audit syariah, dimana audit
syariah menjadi salah satu instrumen penting bagi reputasi Lembaga

Keuangan Syariah. Untuk itu, penulis mengangkat judul skripsi
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“Implementasi Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan

Shadagah Muhammadiyah Kabupaten Tegal Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, rumusan masalah

pada penelitian ini adalah:

a. Bagaimana penyajian laporan keuangan Lazismu?

b. Bagaimana Implementasi Audit Syariah di Lazismu Kabupaten

Tegal?

C. Tujuan dan Manfaat

1.

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:
Untuk mendeskripsikan penyajian laporan keuangan Lazismu
berdasarkan PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sedekah.
Untuk mendeskripsikan implementasi audit syariah dalam
pengelolaan dana zakat, Infak dan sedekah di Lazismu Kabupaten
Tegal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari

aspek teoritis maupun aspek praktis.

1. Manfaat Bagi Peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan dan pengetahuan khususnya dibidang audit syariah dan
akuntansi  zakat mengenai bagaimana proses audit syariah
dilaksanakan dalam lembaga OPZ. Selain hal tersebut, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber referensi bagi peneliti
selanjutnya dalam mengembangkan penelitian ini.

Manfaat Bagi Lazismu: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
rujukan serta masukan bagi Lazismu kabupaten Tegal untuk
menerapkan audit syariah sesuai dengan regulasi dari AAOIFI dan
Dewan Syariah Nasional serta Dewan Pengawas Syariah.

Manfaat Bagi Amil dan Calon Amil: Penelitian ini diharapkan

menjadi pertimbangan bagi amil, agar lebih berhati-hati dalam
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menentukan tempat guna menunaikan zakat, Infak maupun
sedekahnya, sehingga tidak adanya indikasi kecurangan dari lembaga

yang akan dijadikan tempat penunaian dana tersebut.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini pada dasarnya dibantu 5 teori. Kelima teori ini adalah
kepatuhan syariah, audit syariah, standar audit syariah berdasarkan
AAOIFI, standar pelaporan zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK
109. Teori kepatuhan syariah menjelaskan bahwa tata kelola akuntansi
zakat dapat menempati prinsip-prinsip syariah. Demikian juga teori audit
syariah, teori ini berupaya memberikan kerangka praktis untuk pengauditan
kelembagaan pengelola zakat. Dalam konteks penelitian ini, teori ini
berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan audit syariah pada
organisasi pengelola zakat.

Penelitian ini juga mendasarkan pada AAOIFI sebagai lembaga
yang otoritatif untuk melakukan standar audit syariah. Standar-standar
audit AAOIFI digunakan dalam penelitian ini mengingat karena lembaga
ini  menjadi referensi utama. Secara operasional, penelitian ini
memanfaatkan standar pelaporan zakat, infak dan sedekah berdasarkan
PSAK 109. Oleh karena PSAK ini menjadi rujukan nasional, penelitian ini
memanfaatkan ketentuan-ketentuan kinerja akuntansi kelembagaan zakat,
infak dan sedekah.

Paparan teoritik di atas setidaknya dapat memberikan kerangka

kinerja penelitian ini, kerangka tersebut dijelaskan pada gambar ini.
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Penelitian mengenai penerapan audit syariah bukanlah pembahasan

atau tema baru. Peneliti terdahulu telah menempatkan pembahasan atau

tema penerapan audit syariah sebagai tema risetnya. Penelitian ini memiliki

kesamaan tematik dalam studi audit syariah. Namun penelitian ini terdapat

beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti

terdahulu telah melakukan penelitian terkait audit syariah di berbagai

lembaga, di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu oleh Rahmadieni & Qizam (2019) yang

berjudul “Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah terhadap Kualitas

Penyajian Laporan Keuangan.” Penelitian ini mengetahui sejauh mana

pernyataan standar akuntansi Islam, audit syariah, pengawasan syariah, tata

kelola perusahaan Islam, etos kerja Islami mempengaruhi kualitas penyajian

laporan keuangan syariah. Hasilnya dari 5 BMT yang terdapat di daerah

Wonogiri, ditemukan bahwa PSAK berpengaruh terhadap laporan keuangan

syariah, audit syariah tidak berpengaruh, ICG tidak memiliki pengaruh pada

laporan keuangan syariah.
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Penelitian yang dilakukan olenh Budiman & Firmansyah (2021)
terkait “Implementasi Akuntansi Zakat, Infak Sedekah Pada BAZNAS
Kabupaten Tegal.” Penelitian tersebut menjelaskan terkait implementasi
akuntansi zakat, infak sedekah yang dilakukan di Baznas Kabupaten Tegal.
Peneliti menemukan bahwa pengakuan dana ZIS oleh Baznas Kabupaten
Tegal sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, tetapi masih terdapat
beberapa hal yang belum sesuai. Sedangkan dalam pembuatan laporan
keuangan belum memanfaatkan aplikasi penyusun laporan keuangan
khusus amil yang disediakan oleh BAZNAS Pusat. Penyusunan laporan
keuangan masih menggunakan Aplikasi Excel yang rentan terjadi kesalahan
dan kerusakan data.

Astuti (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Peran PSAK 109
Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat di
Indonesia. Dalam penelitiannya yang dilakukan di Dompet Dhuafa, Astuti
menemukan dompet dhuafa selalu melakukan proses audit laporan
keuangan di setiap periode, laporan yang sudah diaudit dapat dilihat di
website resmi. Adanya pengaruh PSAK 109 dalam laporan keuangan, hal
ini terlihat dalam penyajian laporan posisi keuangan yang lebih detail dan
terinci.

Penelitian oleh Rahman (2015) dengan judul “Akuntansi Zakat,
Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan Transparansi dan
Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”. Penelitiannya
menemukan bahwa sebagian OPZ di Indonesia belum menerapkan PSAK
109, beberapa faktor penyebabnya adalah sebagian OPZ, SDM-nya belum
terpenuhi, sehingga sulit untuk diterapkan, hal tersebut terlihat dari
penyajian laporan keuangan BAZNAS pada tahun 2014-2016 belum
disajikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh PSAK 109.

Tiara Dewi Saputri, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2019)
dalam penelitiannya terkait “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga
Amil Zakat Di Kota Batu, yang dilakukan di Lazis Al Haromain dan

LESMA An-Nuur”. Penelitian ini menemukan bahwa Lazis Al Haromain
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dan LESMA An-Nuur telah sesuai dengan PSAK 109. Dalam penyajian
yang dilakukan oleh 2 LAZ tersebut hanya menyajikan 2 komponen laporan
keuangan saja, sehingga belum sesuai dengan PSAK 109. Dalam
Pengungkapan kedua lazis dinyatakan belum sesuai dengan PSAK 109
karena tidak terperinci secara jelas dan tidak mencantumkan pengungkapan
dana non amil juga kinerja amil.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadijah (2019) terkait “Analisis
Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene”. Dalam penelitian yang
dilakukan di BAZNAS Kabupaten Majene, Hadijah menemukan bahwa
penerapan PSAK 109 pada tahun 2014-2016 belum sepenuhnya diterapkan.

Hanjani et al. (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan
PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah”
yang dilakukan pada Lazismu, berhasil menemukan bahwa Lazismu hanya
menerapkan 2 komponen dalam PSAK 109 yaitu pengakuan dan
pengungkapan. Pada penyajian ZIS Lazismu menyajikan dana zakat,
Infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah.

Penelitian oleh Rochmantika & Pravitasari (2021) terkait
“Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Infak dan Sedekah yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini menghasilkan fakta Penelitian ini
menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan hasil
auditnya menunjukkan bahwa sebagai lembaga pengelola keuangan yang
dihimpun dari masyarakat mampu memenuhi tanggung jawab sebagai
organisasi pengelola zakat. Hasil audit dari pihak eksternal dan independen,
laporan keuangannya telah sesuai dengan prinsip syariah dan masyarakat
dapat menaruh kepercayaan terhadap BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Dari beberapa penelitian terdahulu, para peneliti menjelaskan
Pernyataan Standar Akuntansi Islam, Audit Syariah, Pengawasan Syariah,
Tata Kelola Perusahaan Islam, dan Etos Kerja Islami mempengaruhi

Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penelitian sebelumnya juga
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membahas tentang bagaimana pengungkapan, penyajian laporan
berdasarkan PSAK 109. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian
Budiman & Firmansyah (2021) yang meneliti penerapan PSAK 109 di
BAZNAS Kabupaten Tegal. Penelitian ini juga merupakan penelitian
lanjutan dari Rochmantika & Pravitasari (2021) yang meneliti terkait
penerapan audit syariah di lembaga pengelola zakat dimana penelitian ini
juga hanya meneliti di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, perbedaan penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berupaya
menjelaskan tentang penerapan PSAK 109 pada lembaga pengelola zakat
dan penerapan audit syariah di lembaga tersebut. Perbedaan lainnya adalah
lokasi penelitian sebelumnya di BAZNAS, sedangkan penelitian ini

meneliti di Lazismu, khususnya di Lazismu Kabupaten Tegal.

. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam melakukan
penelitian, ada beberapa tahap yang dilakukan, yang pertama vyaitu
mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yang merupakan data
sekunder yakni Standar Pelaporan berdasarkan PSAK 109 dan Audit
Syariah berdasarkan standar AAOIFI. Guna membuktikan hasil yang
objektif terhadap tingkat kesesuaian implementasi audit syariah dalam
pengelolaan dana zakat, Infak dan sedekah pada Lazismu kabupaten Tegal
Jawa Tengah, maka dilakukan proses triangulasi sumber yaitu:

1. Wawancara kepada informan yang dianggap berkaitan dengan
penelitian ini di antaranya: Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Tegal,
yang bekerja sebagai penentu regulasi kebijakan dari Lazismu, Manajer
Lazismu Kabupaten Tegal, sebagai pengawas jalannya kegiatan
Lazismu, Divisi Keuangan Lazismu Kabupaten Tegal, sebagai pengatur
dan pembuat laporan keuangan di Lazismu Kabupaten Tegal, Akuntan

Publik yang mengaudit kegiatan di Lazismu Kabupaten Tegal.
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2. Mencocokkan dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud
adalah buku laporan keuangan dari Lazismu Kabupaten Tegal.

3. Mencocokkan hasil wawancara dan observasi dengan Lazismu
Kabupaten Tegal dengan Standar laporan keuangan berdasarkan PSAK

109, dan penerapan audit syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab
ini terdiri dari latar belakang masalah penyebab penelitian ini dilakukan.
Selanjutnya rumusan masalah sebagai pokok utama masalah, kemudian
tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian, tinjauan
pustaka sebagai acuan referensi dari penelitian terdahulu yang telah
dilakukan, kemudian memaparkan rerangka teori yang melandasi
penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi

Bab kedua adalah landasan teori. Teori-teori yang digunakan dalam
penelitian ini kepatuhan syariah, regulasi pengelolaan ZIS, standar laporan
zakat berdasarkan PSAK 109, audit syariah, serta audit syariah berdasarkan
standar AAOIFI. Bab ini juga menjelaskan terkait kerangka pemikiran
mengenai gambaran dari penelitian ini.

Bab ketiga adalah gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini
menjelaskan tentang gambaran umum Lazismu Kabupaten Tegal, baik dari
struktur dan manajemen organisasinya

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi
tentang hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan. Hasil penelitian
berupa kesesuaian standar pelaporan berdasarkan PSAK 109 dan Audit
Syariah berdasarkan AAOIFI.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan
penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran-saran untuk

penelitian selanjutnya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Penelitian ini berjudul “Implementasi Audit Syariah Pada Lazismu
Kabupaten Tegal Jawa Tengah.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Lazismu Kabupaten Tegal:

1. Telah mengimplementasikan penyajian dan pengungkapan PSAK 1009,
dalam menyajikan laporan keuangan Lazismu Kabupaten Tegal
membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, dan
Laporan Arus Kas. Dalam pengungkapan Lazismu Kabupaten Tegal,
telah mengungkapkan detail penerimaan, pendistribusian serta alokasi
dana dari ZIS secara detail. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya
Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh Ibu Desi selaku
kepala divisi keuangan Lazismu Kabupaten Tegal.

2. Lazismu Kabupaten Tegal, juga melakukan auditnya secara rutin, baik
audit keuangan maupun audit syariah. Dalam melakukan audit
keuangan, Lazismu Kabupaten Tegal, bersama Lazismu daerah se
Provinsi Jawa Tengah melakukan audit secara massal dengan KAP
Abdul Hamid dan Rekan, hasil audit keuangan yang dilakukan oleh
Lazismu Kabupaten Tegal menghasilkan opini (WTP) Wajar Tanpa
Pengecualian. Dalam melakukan audit syariah, Lazismu Kabupaten
Tegal di audit oleh Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Kemenag
Kabupaten Tegal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
Lazismu Kabupaten Tegal secara rutin di setiap periode tahunan,
hasilnya Kemenag Kabupaten Tegal mengapresiasi kinerja Lazismu
pada periode tahun 2022.

84
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B. Implikasi Teoritik dan Praktis
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi
secara teoritis dan praktis sebagai berikut:
1. Implikasi Teoritis
Tata kelola akuntansi ZISWAF dapat menepati penyajian
laporan keuangan yang baik dan profesional, serta terimplementasi
merujuk pada PSAK 109. Lazismu Kabupaten Tegal berkomitmen
untuk memenuhi dan menjalankan regulasi yang ditetapkan oleh
pemerintah Undang-undang Zakat No. 23 Tahun 2011 dan
Keputusan Menteri Agama (KMA) 606 Tahun 2020. Hal ini
dibuktikan dengan penerapan PSAK 109 terkait penyajian dan
pengungkapan, serta pelaksanaan audit baik audit keuangan maupun
audit syariah.
2. Implikasi Praktis
Penelitian ini juga berimplikasi terhadap pola pengembangan
kelembagaan Lazismu Kabupaten Tegal yang menitikberatkan pada
proses penghimpunan dan penyaluran. Dua proses ini menjadi
urgen, karena memiliki hubungan langsung dengan efektivitas
penyajian laporan keuangan dan implementasi audit syariah
berdasarkan PSAK 109.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian
Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan adanya
keterbatasan, yaitu Laporan keuangan Lazismu Kabupaten Tegal pada tahun
2022, belum selesai di audit, sehingga data yang diperoleh adalah laporan
keuangan tahun 2021. Adanya perubahan standar laporan juga berdampak
pada laporan keuangan Lazismu Kabupaten Tegal.
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian pada penelitian

ini, terdapat beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, di antaranya:
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1. Bagi Lazismu Kabupaten Tegal
Lazismu Kabupaten Tegal memastikan bahwa audit yang
terbaru sudah dapat diakses oleh semua pihak, termasuk peneliti, hal ini
bertujuan untuk memberikan kepercayaan yang lebih terhadap pembaca
maupun peneliti selanjutnya.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji dan
mencantumkan lebih banyak sumber dan referensi internasional yang
membahas secara update perkembangan PSAK dan Audit Syariah bagi
Organisasi Pengelola Zakat. Selain itu peneliti selanjutnya juga
diharapkan lebih mempersiapkan diri secara materi guna memudahkan
dalam proses pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh akurat.
Selain itu dalam tahap pengumpulan data, data yang disajikan harus

disertai bukti-bukti yang terkait penelitian.
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